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Abstrak 

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tembakau. (Permenkes No.188 2011). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, mencegah siswa untuk mulai merokok dan menurunkan angka perokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta pedoman wawancara yang mendalam dan observasi. Informan pada penulisan ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang informan kunci yaitu Kepala Sekolah, 1 orang informan utama yaitu guru bidang kesiswaan, dan 2 orang informan pendukung yaitu guru konseling dan 1 orang guru bidang kesiswaan. Hasil penelitian yang dilakukan di SPMN 07 Pekanbaru, didapati bahwa di SMPN 07 sudah menerapkan KTR, tapi pelaksanaan nya belum maksimal, dikarenakan masih adanya pelanggaran merokok di area sekolah. Sanksi yang diberikan jika siswa merokok di sekolah juga telah diterapkan oleh SMPN 07. Sosialisasi KTR di SMPN 07 juga telah dilakukan yaitu bekerjasama dengan Puskesmas, Kepolisian dan BNN, namun pelaksanaan sosialisasi ini masih tidak terjadwal. Meskipun kebijakan KTR telah ada namun pelanggaran masih tetap ada, dan disebabkan oleh siswa ataupun staf guru masih kurang kesadaran sehingga masih merokok di lingkungan sekolah. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan guru BK dalam meninkatkan kedisplinan terutama dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini, melakukan sosialisasi kebijakan KTR dengan rutin dan terjadwal, baik itu secara internal ataupun eksternal. Serta jika ada pelangaran lagi harus ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut, tidak hanya pada siswa namun juga guru dan pengunjung di lingkungan sekolah.
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tembakau. (Permenkes No.188 2011). Kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok juga mesti di dukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan terseebut, seehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya yang mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di indonesia saat ini menghadapi ancaman serius akibatnya meningkatnya jumlah rokok, prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dan di prediksikan lebih dari 97 juta yang terpapar asap rokok. Menurut Riskesdas Tahun (2018) menunjukan bahwa prevalensi merokok usia 10-18 tahun pada Tahun (2013) yaitu 7,2% dan pada Tahun (2016) mencapai 8,8% selanjutnya pada Tahun (2018) sebesar 9,1% hal ini menunjukkan bawah adanya peningkatan. Rata-rata perokok aktif di Indonesia berada pada usia 30-34 Tahun dengan jumlah perokok terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki, yaitu sebanyak 47%. Angka kematian yang terjadi akibat merokok mencapai 240.618 pertahunnya.

Perilaku merokok sudah meluas pada seluruh kelompok masyarakat baik secara global maupun nasional, termasuk pada remaja.  Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat merupakan pendidikan utama untuk remaja awal, sehingga perlu mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, mencegah siswa untuk mulai merokok dan menurunkan angka perokok.
Lingkungan sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, baik yang bersifat instrakurikuler, kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Karena pentingnya sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi semua peserta didik, maka sudah sepantasnya semua pihak stakeholder di sekolah berpartisipas dalam mewujudkan sekolah sebagai KTR, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas rokok. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai       “Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020”.
B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 7 Pekanbaru 2020.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui bagaimana Sikap dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SPMN 7 Pekanbaru Tahun 2020  

b. Mengetahui bagaimana komunikasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020  

c. Mengetahui bagaimanakah penerapan dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMPN 7 Pekanbaru Tahun 2020
C. METODE 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam dan observasi yaitu untuk melihat pelaksanaan kebijakan Kawasan Bebas Rokok di SMPN 7 Pekanbaru yang dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2020. Dalam kegiatan penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para Informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dalam penelitian. Teknik penunjukan informan menggunakan prinsip kesesusaian dan mencakup data. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksaan penelitian yang berjumlah 4 orang yaitu 1 informan kunci kepala Sekolah, 1 informan utama yaitu guru bidang kesiswaan, 1 orang guru konseling dan 1 orang guru bidang kesiswaan.

D. HASIL 


Dari hasil penelitian yang dilakukan dari empat informan terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di SMPN 07 Pekanbaru diketahui dari ke empat informan ini seluruhnya menyatakan bahawa sikap yang di ambil dari penerapan kebijakan KTR sudah sangat baik yaitu dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah jika mendapatkan siswa mereka merokok di dalam lingkungan sekolah. Sanksi yang di berikan pihak sekolah mulai dari memberikan point pelanggaran, memanggil orang tua untuk diberikan pengarahan sampai dengan diberikannya skorsing pada siswa yang melanggar kebijakan KTR tersebut. 



Pada penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa ke empat informan menyatakan bahwa di SMPN 07 pernah dilakukan sosialisasi tentang kebijakan KTR oleh Puskesmas, Kepolisian dan BNN, tetapi tidak ada terjadwal baik itu dari pihak eksternal ataupun internal di sekolah. Tetapi pada satu tahun terakhir ini tidak ada dilakukan, karena adanya pandemi Covid-19 dan siswa tidak datang ke sekolah untuk belajar. Selain sosialisasi dari internal, di SMPN 07 Pekanbaru juga sudah memasang himbauan KTR di sekolah berupa spanduk ataupun selebaran pemberitahuan yang ditempel di mading ataupun lorong-lorong sekolah, tetapi karena musibah kebakaran yang terjadi pada bulan Mei lalu semua pemberitahuan serta spanduk tersebut telah terbakar.


Keempat infroman menyatakan bahwa penerapan kebijakan KTR di SMPN 07 sudah berjalan namun belum optimal, dikarenakan masih adanya siswa ataupun staf yang masih merokok di kawasan sekolah meskipun sudah di terapkan ada sanksi jika melanggar kebijakan tersebut. Kendala yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan KTR tersebut adalah karena kurang kesadaran dari masing-masing siswa atau pun staf yang merokok di lingkungan sekolah SMPN 07 Pekanbaru.
E. PEMBAHASAN 
Sikap dari penerapan pelaksanaan KTR di SMPN 07 sudah ada dilaksanakan dengan adanya peraturan serta tata tertib untuk pelaksanan KTR. Namun pada pelaksanaan nya masih ada di jumpai siswa ataupun pengunjung yang merokok di lingkungan sekolah. Hal tersebut kemungkinan susah untuk di hilangkan karena sudah menjadi kebiasaan, dalam hal ini sangat perlu dampingan dari orang tua untuk memberikan nasehat serta memberikan pengertian kepada siswa untuk tidak merokok di sekolah ataupun dirumah, karena merokok sangat tidak baik bagi kesehatan serta mengingat usia mereka yang masih remaja. Untuk di lingkungan sekolah perlu adanya pengawasan guru BK dalam meninkatkan kedisplinan terutama dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini, bisa dengan memberikan konseling yang terjadwal kepada siswa tentang KTR di sekolah.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi kebijakan, manfaat kebijakan, tujuan kebijakan sasaran dan ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, verbal dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau pimpinan dari setiap institusi secara langsung dengan melakukan sosialisasi dan nonverbal yaitu, dengan menggunakan media seperti di koran, papan pengumuman, media sosial dan sebagainya.
Penerapan KTR di sekolah seharusnya dapat berjalan dengan baik karena sekolah merupakan tempat pendidikan anak sejak dini mengenai pelajaran dan norma-norma yang baik, maka guru dan staf, siswa dan semua warga di lingkungan sekolah seharusnya menerapkan KTR dengan disiplin. Pada pelaksanaannya, di SMPN 07 pelaksana kebijakan masih melakukan pelanggaran dikarenakan masih belum bisa menghentikan kebiasaan merokok yang masih dilakukan di luar lingkungan sekolah. Maka hal tersebut memang harus ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut, tidak hanya pada siswa namun juga guru dan warga di lingkungan sekolah bahkan kepala sekolah, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pengembangan KTR Kemenkes (2011), yaitu menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran KTR. Sanksi-sanksi bagi siswa tertuang jelas dalam tata tertib sekolah, sedangkan bagi warga lainnya di lingkungan sekolah tertuang jelas dalam aturan Perwako No 39 Tahun 2014 tentang KTR.
F. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kebijakan KTR di SMPN 07 belum maksimal, di tandainya dengan masih ditemukannya siswa atau pun staf merokok di lingkungan sekolah. Tetapi sekolah telah memiliki peraturan dan tata tertib tentang KTR, sikap yang di ambil oleh sekolah dengan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar ataupun merokok sangat tegas dilakukan di SMPN 07. Ini terlihat dengan adanya prosedur yang dilakukan jika siswa kedapatan merokok di sekolah. Mulai dari pemanggilan siswa yang bersangkutan beserta orang tua hingga diberi nya skorsing pada siswa yang merokok di sekolah. Untuk di lingkungan sekolah perlu adanya pengawasan guru BK dalam meninkatkan kedisplinan terutama dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini, bisa dengan memberikan konseling yang terjadwal kepada siswa tentang KTR di sekolah. Serta perlunya pendampingan orang tua agar menasehati dan lebih memperhatikan siswa di luar jam sekolah tentang kebiasaaan merokok siswa.

SPMN 07 sudah melakukan sosialisasi tentang kebijakan KTR baik itu secara internal ataupun eksternal. Secara internal dengan memasang spanduk ataupun banner, dan pemberitahuan KTR yang di tempel di lingkungan sekolah. Sedangkan sosialisasi ekternal yaitu dari Puskesmas, Kepolisian dan BNN. Namun sosialisasi ini tidak terjadwal ataupun rutin dilakukan. Tetapi karena musibah kebakaran bulan Mei lalu memnuat semua sarana kebijakan KTR terbakar, dan saat ini SPMN 07 sedang tahap membenahi. Untuk itu disarankan pihak SPMN 07 hendaknya melakukan sosialisasi kebijakan KTR ini dengan rutin dan terjadwal, baik itu secara internal ataupun eksternal.

Penerapan kebijakan KTR di SMPN 07 sudah ada dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya aturan tata tertib yang dibuat, memberikan teguran bagi yang melanggar, siswa mendukung dengan menaati aturan dan menegur apabila ada yang melanggar. Hendaknya jika ada pelangaran lagi harus ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut, tidak hanya pada siswa namun juga guru dan pengunjung di lingkungan sekolah.
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